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PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 79 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

(r:-• . Menimbang 
Ii.. I, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2017, Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 
2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, 
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2016 tentang Rincian Kurang 
Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut 
Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2016, dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan Nomor PER-1/PK/2017 tentang Tata Cara 
Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Dalam 
Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan Satu pada Tahun 
Anggaran 201 7, serta adanya pergeseran anggaran pada 
Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati 
Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun Anggaran 2017, perlu ditinjau kembali; 

([]: 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati 
Banyuasin. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 

3. Undang .. . 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indones ia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan .. . 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan·Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomur 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 201 7 ; 
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23. Peraturan Menteri Dalar11 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten 
Tahun 2016 tentang Anggaran 
Daerah Kabupaten Banyuasin 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Nomor 20); 

Banyuasin Nomor 20 
Pendapatan dan Belanja 
Tahun Anggaran 2017 

Banyuasin Tahun 2016 

26. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207). 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN 
TAHUN ANGGARAN 2017. 

BAB I 

UMUM 

Jenis Perubahan Penjabaran APBD 2017 

Pasal 1 

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatert 
Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Ka bu paten 
Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016), diubah sebagai berikut: 

a. pembayaran utang kepada penyedia barang dan jasa; 

b. penyesuaian pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Tahun 2017; 

c. pergeseran antar nnc1an obyek belanja dalam obyek belanja 
berkenaan; 

d. pergeseran an tar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan. 

BAB ... 
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Pasal 5 

Melalui Peraturan Bupati ini kepada OPD yang mengalami 
pergeseran diminta mengambil langkah-langkah pelaksanaan 
kegiatan dimaksud . 

• ..,4 ,...♦\.....,u.u&:4.4u 1 1J1 u1Jw1tLu yID1g LllLet:.apKan ctalam 1-'eraturan Bupati 
ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran 

' . 
vtt.crw1 ::iesutt.i ctengan keten tuan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 7 

Bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, 
huruf b, huruf c dan huruf d, akan disesuaikan pada Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun Anggaran 201 7 . 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banyuasin. 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal 4 Mei 2017 

WAKIL BUPATI BANYUASIN 
SELAKU PELAKSANA TUGAS 

-Jlt BUPATI BANYUASIN, t 
/r-

r S. A. SUPRIONO 

Diundangkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal 4 Mei 201 7 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN, 

H. FIRtNSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 
NOMOR 79 


